LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
	MODUL
	
TEHNIK PENYUSUNAN                                RENCANA PENGAMANAN (RENPAM)
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	Pendahuluan 

	
	Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian secara berkesinambungan; 
Sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara terencana, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antarfungsi kepolisian dan/atau unsur di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme personel polri dan manajemen operasional Polri yang modern diperlukan pedoman tentang tehnik penyusunan rencana pengamanan (Renpam).	
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	Standar Kompetensi  

	
	
Mampu Menyusun rencana pengamanan (Renpam).


	
	












	[image: ]
	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami pengertian dasar rencana pengamanan (Renpam)

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan pengertian rencana pengamanan (Renpam);
b. Menjelaskan dasar rencana pengamanan (Renpam).

2. Memahami situasi umum daerah.

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan situasi umum daerah
b. Menjelaskan situasi khusus daerah

3. Memahami tugas pokok rencana pengamanan (Renpam).

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan uraian pelaksanaan PAM
b. Menjelaskan penjabaran tugas yang berisi SIABIDIBAME

4. Memahami pelaksanaan rencana pengamanan (Renpam).

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan konsep penyelenggaraan pengamanan 
b. Menjelaskan sasaran PAM
c. Menjelaskan pola PAM
d. Menjelaskan cara bertindak PAM
e. Menjelaskan pelibatan kekuatan

5. Memahami pengendalian rencana pengamanan.

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan komando
b. Menjelaskan pengendalian

6. Memahami administrasi personel, sarpras dan anggaran rencana pengamanan (Renpam).

Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan administrasi
b. Menjelaskan pelibatan personel
c. menjelaskan sarpras
d. Menjelaskan anggaran rencana pengamanan (Renpam);
e. Menjelaskan intruksi dan koordinasi

7. Terampil membuat menyusun rencana pengamanan

Indikator hasil belajar:
a. Mempraktikan sistematika renpam
b. Mempraktikan permintaan produk intelejen untuk kebutuhan pembuatan renpam
c. Mempraktikan penyusunan dan pembulatan renpam.


	
	






	[image: ]
	Materi  Pelajaran

	
	
1. Pokok bahasan 1:
Pengertian dasar rencana pengamanan (Renpam)

Sub Pokok bahasan 1:
a. pengertian rencana pengamanan (Renpam);
b. dasar rencana pengamanan (Renpam).

2. Pokok bahasan 2:
situasi umum daerah.

Sub Pokok bahasan 2:
a. situasi umum daerah
b. situasi khusus daerah

3. Pokok bahasan 3:
Tugas pokok rencana pengamanan (Renpam).

Sub Pokok bahasan 3:
a. uraian pelaksanaan PAM
b. penjabaran tugas yang berisi SIABIDIBAME

4. Pokok bahasan 4:
pelaksanaan rencana pengamanan (Renpam).

Sub Pokok bahasan 4:
a. konsep penyelenggaraan pengamanan 
b. sasaran PAM
c. pola PAM
d. cara bertindak PAM
e. pelibatan kekuatan

5. Pokok bahasan 5:
pengendalian rencana pengamanan.

Sub Pokok bahasan 5:
a. komando
b. pengendalian

6. Pokok bahasan 6:
administrasi personel, sarpras dan anggaran rencana pengamanan (Renpam).

Sub Pokok bahasan 6:
a. administrasi
b. pelibatan personel
c. sarpras
d. anggaran rencana pengamanan (Renpam);
e. intruksi dan koordinasi

7. Pokok bahasan 7:
Menyusun rencana pengamanan

Sub Pokok bahasan 7:
a. sistematika renpam
b. permintaan produk intelejen untuk kebutuhan pembuatan renpam
c. penyusunan dan pembulatan renpam.
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	Metode  Pembelajaran

	
	
1. Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang tehnik penyusunan rencana pengamanan (Renpam).

2. Metode tanya jawab 
	Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman penguasaan materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan pendidik.

3. Metode Praktik 
	Metode ini digunakan untuk mempraktikan dalam penyusunan rencana pengamanan (Renpam).
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	
1. Alat, media dan bahan:

a. white board;
b. papan flip chart;
c. penghapus;
d. laptop;
e. LCD;
f. layar/LCD;
g. proyektor/LCD;

2. Bahan:
a. spidol
b. kertas HVS
c. kertas flip chart

3. Sumber belajar:

a. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI.
c. Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan
d. Perkap Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem, manajemen dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
e. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring kemendikbud.go.id edisi April 2020
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	Kegiatan  Pembelajaran

	
	1. Tahap awal: 15 menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:
1) pendidik melaksanakan perkenalan;
2) pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan peserta didik selama pembelajaran;
3) pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
b. Peserta didik menyimak dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti: 420 menit
a. pendidik menyampaikan materi tentang tehnik penyusunan rencana pengamanan (Renpam);
b. peserta didik menyimak dan mencatat hal-hal yang penting;
c. pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami;
d. peserta didik bertanya dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.

3. Tahap akhir: 15 menit
a. pendidik memberikan kesimpulan materi tentang tehnik penyusunan rencana pengamanan (Renpam);
b. pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik;
c. pendidik melakukan evaluasi pembelajaran dan menutup pembelajaran.

4. Tahap Pencapaian Kompetensi: 90
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	Tagihan / Tugas

	
	
1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi.
2. Peserta didik mengumpulkan resume materi, satu hari setelah pembelajaran selesai.
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	Lembar  Kegiatan

	
	 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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	Bahan  Bacaan

	
	
POKOK BAHASAN 1:

PENGERTIAN DASAR RENCANA PENGAMANAN (RENPAM)

1. Pengertian rencana pengamanan (Renpam).
Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan penanggulangan permasalahan Kamtibmas yang menonjol.

2. Dasar rencana pengamanan (Renpam).
Dasar penyelenggaraan operasi kepolisian, harus memenuhi kriteria: 
a. gangguan Kamtibmas yang tidak bisa diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian; 
b. peningkatan terjadinya tindak pidana jenis tertentu, baik secara kualitas dan kuantitas meningkat secara signifikan; 
c. kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berskala daerah/nasional/Internasional; 
d. bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
e. kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas yang mengganggu stabilitas dalam negeri; 
f. konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri; 
g. aktivitas terorisme yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri; 
h. hasil analisa dan evaluasi dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi; 
i. hasil deteksi, analisa dan prediksi intelijen dimungkinkan dapat menimbulkan kerawanan yang dapat menganggu kehidupan bermasyarakat maupun stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan; dan 
j. hasil perkiraan Khusus Intelijen (Kirsus) tentang perkembangan situasi Kamtibmas, berdasarkan pada: 
1) laporan polisi; 
2) laporan informasi; 
3) kalender Kamtibmas; 
4) laporan segera; 
5) tunggakan perkara; 
6) daftar residivis; 
7) daftar pencarian orang dan barang (DPO/DPB); 
8) daftar jaringan pelaku; 
9) anatomi kejahatan/pelanggaran; 
10) jumlah perkara serta penyelesaian perkara; dan 
11) pola kejahatan;




POKOK BAHASAN 2

SITUASI UMUM DAERAH

1. situasi umum daerah
Situasi daerah dilihat dari aspek Asta Gatra (geografi, demografi, SDA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam). Kekhasan daerah bukan berupa data tetapi hasil pengamatan terhadap Asta Gatra, misalnya :
a. Geografi : bila musim hujan tanah longsor, banjir, dll
b. Demografi : warna kulit, bentuk mata, rambut, postur tubuh, dll
c. Sosbud : sifat-sifat penduduk, dialek, nama dll
Kegunaanya adalah untuk melakukan pendekatan / approach dalam pelaksanaan tugas dan untuk menyesuaikan teknik dan taktik dalam pelaksanaan tugas.
2. situasi khusus daerah
Situasi khusus daerah adalah karakteristik kerawanan daerah terkait banyak sedikitnya PG, AG dan GN dilihat dari aspek Asta Gatra daerah tersebut. Visualisasi kakerda ke dalam bentuk peta kerawanan daerah yang diberi warna sesuai dengan tingkat kerawanannya akan sangat memudahkan petugas maupun para supervisor memahami kondisi kamtibmas suatu wilayah. 
















POKOK BAHASAN 3

TUGAS POKOK RENCANA PENGAMANAN (RENPAM).

1. Uraian pelaksanaan PAM
a. deteksi dini, segala usaha dan pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan oleh personel intelijen dan seluruh personel Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan, sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu. 

b. Turjawali: 
1) pengaturan, kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya dengan tertib dan lancar; 
2) penjagaan, kegiatan Kepolisian yang bersifat Preventif dengan memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara; 
3) pengawalan, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; dan 
4) patroli, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat; 

c. Binluh, kegiatan kepolisian dalam pembinaan dan penyuluhan untuk penyempurnaan atau perbaikan serta memberi petunjuk agar mendapatkan hasil yang baik dalam mewujudkan Kamtibmas. 
d. Kamseltibcar Lantas, situasi dan kondisi penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan, baik dengan atau tanpa kendaraan, dapat merasa aman dari gangguan/perbuatan melawan hukum, terhindarnya dari risiko kecelakaan, teratur sesuai dengan hak dan kewajiban serta bebas dari hambatan dan kemacetan; 
e. Gakkum, suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; dan 
f. Penmas, suatu serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengelola media, baik media konvensional, media dalam jaringan dan media sosial melalui kegiatan kemitraan, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralisir berita negatif dan mengelola trending topik.

2. Penjabaran tugas yang berisi SIABIDIBAME
Penjabaran tugas pokok Polri dalam Kegiatan Kepolisian, sebagai berikut: 
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat: 
1) mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; dan 
3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 

b. menegakan hukum: 
1) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; dan 
2) menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik (Labfor), Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis), dan Psikologi Kepolisian; 

c. memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat: 
1) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan; 
2) mengayomi hak asasi manusia; dan 
3) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.



























POKOK BAHASAN 4

PELAKSANAAN RENCANA PENGAMANAN (RENPAM).

1. Konsep penyelenggaraan pengamanan 
a. membina serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantab dan dinamis, sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya segenap kegiatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara tertib, aman, tentram dan damai dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional; 
b. menangkal, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamdagri baik berupa tindakan kriminalitas maupun pelanggaran hukum serta memulihkan, menegakkan kewibawaan, eksistensi, integritas Negara dan Pemerintah dari berbagai rongrongan baik di bidang hukum, keamanan, ketentraman maupun ketertiban hukum; dan 
c. menyiapkan dan memelihara segenap kekuatan dan potensi Kamtibmas dalam rangka penyelengaraan penggunaan kekuatan Polri guna mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;.

2. Sasaran PAM
a. terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantab dan terkendali; 
b. pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu; 
c. terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas; 
d. terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik; 
e. berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif; 
f. terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan 
g. terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

3. Pola PAM
a. bentuk dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai permasalahan di dalam negeri, maka bentuk operasional Polri yang dikembangkan adalah sebagai berikut; 
1) kegiatan kepolisian; dan 
2) operasi kepolisian. 
b. jenis 
1) deteksi intelijen, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional; 
2) pre-emtif, yaitu operasional Polri yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri; 
3) preventif, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya PG menjadi AG; 
4) penegakan hukum, yaitu operasional Polri yang bersifat penindakan, diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai GN yang merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 
5) pemulihan, merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang ditujukan memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian/peristiwa yang berimplikasi kontinjensi agar kembali dalam keadaan yang normal/biasa.

4. Cara bertindak PAM
a. fungsi utama dalam implementasinya, fungsi utama melaksanakan: 
1) fungsi teknis, meliputi: 
a) kegiatan pre-emtif, meliputi: 
(1) fungsi Intelkam menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi; dan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta kontra intelijen; 
(2) fungsi Binmas melakukan kegiatan penyuluhan, penerangan, pembimbingan, tatap muka, sambang, dan lain-lain; 
(3) fungsi lalu lintas melakukan kegiatan sosialisasi, mendidik, membangun kesadaran dan kepedulian akan tertib lalu lintas; dan melakukan pengkajian dalam fungsi rekayasa lalu lintas; 
b) kegiatan preventif, meliputi: 
(1) fungsi Sabhara melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), Search and Resque (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); 
(2) fungsi Pamobvit melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional; 
(3) fungsi Polair melakukan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di lingkungan perairan; 
(4) fungsi lalu lintas melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalandan patroli; dan menyelenggarakan kegiatan registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi; 
(5) Fungsi Polsatwa melakukan pengamanan, patroli, pengendalian massa (Dalmas) satwa dan Search and Rescue (S.A.R. Cadaver dan USAR); 
c) kegiatan penegakan Hukum, meliputi; 
(1) fungsi Reserse Kriminal melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; 
(2) fungsi Densus 88 AT melakukan kegiatan penyelidikan, pencegahan, penindakan dan penyidikan serta mengidentifikasi jaringan kelompok dan pelaku tindak pidana terorisme; 
(3) fungsi Sabhara melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring); 
(4) fungsi Polair melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan; 
(5) fungsi lalu lintas melakukan penindakan, penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; 
2) fungsi Humas melakukan kegiatan preemtif berupa kegiatan kehumasan, antara lain: 
a) menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi; 
b) mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, informasi serta dokumentasi; 
c) melakukan media Analisa dan evaluasi (anev) dan pengelolaan isu krisis media, baik digital maupun elektronik; 
b. fungsi bantuan 
1) fungsi bantuan teknis, meliputi; 
a) Teknologi Informasi Kepolisian (TIK); 
(1) memberikan bantuan teknologi informasi kepada satuan fungsi utama; 
(2) bantuan teknis TIK dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Div TIK Polri;  
(b) pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Bid TIK Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sitipol Polres; 
b) Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis); 
(1) memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum terkait dengan kegiatan indentifikasi; 
(2) bantuan teknis Inafis dilakukan oleh:
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusinafis Bareskrim Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Siident Ditkrimum Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Unit Ident Polres; 
c) Informasi Kriminal Nasional (Iknas); 
(1) memberikan bantuan informasi kriminal kepada fungsi teknis yang membutuhkan; 
(2) bantuan Iknas dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusiknas Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Ditkrimum Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Polres; 
d) Laboratorium Forensik (Labfor); 
(1) memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka penanganan tindak pidana terkait dengan pembuktian; 
(2) bantuan Labfor dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan labfor dilakukan oleh Puslabfor Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan Labfor dilakukan oleh Puslabfor Cabang; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Labfor menginduk pada Puslabfor Cabang; 
e) Kedokteran Kepolisian (Dokpol) 
(1) memberikan bantuan teknis dalam penyelenggarakan kegiatan/dukungan kedokteran kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kedokteran Forensik, Narkoba, Kesehatan Kamtibmas, DVI, Farmasi Kepolisian, DNA, dan Odontologi Kepolisian; 
(2) bantuan Dokpol dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusdokes Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Biddokes Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sidokkes Polres; 
f) Polisi Satwa; 
(1) dalam hal pengendalian massa, pelacakan (umum, bahan peledak, Narkoba, dan SAR korban bencana) dengan dukungan K9 (anjing); 
(2) dalam hal penjagaan, pengawalan, patroli, Dalmas dan Search and Rescue (SAR) terbatas dengan dukungan Turangga (kuda); 
(3) bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh:
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditsamapta Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Polisi Satwa dilakukan unit Satwa Polres atau menginduk pada unit Satwa Ditsamapta Polda; 
g) bantuan Hukum; 
(1) memberikan bantuan hukum kepada pengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka penerapan hukum suatu pelanggaran atau tindak pidana; 
(2) bantuan hukum dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan hukum dilakukan oleh Divkum Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan hukum dilakukan oleh Bidkum Polda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan hukum dilakukan oleh Sikum Polres; 
2) fungsi bantuan khusus, meliputi: 
a) Brigade Mobil (Brimob) 
(1) memberikan bantuan khusus kepada Satuan Kewilayahan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan; 
(2) dalam hal terkait dengan suatu keadaan kontijensi: 
(a) memberikan bantuan, baik taktis maupun teknis kepada Satuan Kewilayahan; dan 
(b) memberikan bantuan perkuatan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan; 
(3) bantuan khusus dilakukan oleh: 
(a) pada tingkat Mabes Polri, bantuan dilakukan oleh Korbrimob Polri; 
(b) pada tingkat Polda, bantuan dilakukan oleh Satbrimobda; dan 
(c) pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan menginduk pada Satbrimobda; 
b) fungsi Poludara 
(1) memberikan bantuan dalam rangka pemantauan/patroli udara kepada satuan kewilayahan; 
(2) memberikan bantuan pengawalan dan pengangkutan VVIP/VIP; dan 
(3) melakukan pengangkutan personel dan logistik dalam rangka operasional Polri; 
c) Hubungan Internasional (Hubinter) 
(1) menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional; dan 
(2) pemberian bantuan pada semua tingkat kepolisian dilaksanakan oleh Hubinter Polri; 
c. fungsi pendukung, meliputi: 
1) Perencanaan dan Anggaran (Rena) 
a) merencanakan pengembangan organisasi, kekuatan personel, peralatan, serta anggaran dan keuangan; dan 
b) dukungan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Satker Srena Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Satker Rena Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagren Polres; 
2) Sumber Daya Manusia (SDM) 
a) menyiapkan dukungan personel, baik secara kuantitas maupun kualitas; 
b) dukungan SDM dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh SSDM Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Biro SDM Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres; 
3) Pendidikan dan Latihan (Diklat) 
a) menyiapkan dukungan personel, baik pengetahuan maupun keterampilan, melalui Pendidikan dan latihan; 
b) dukungan pendidikan dan latihan personel dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Lemdiklat Polri dan jajarannya; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh SPN Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres, namun terbatas pada latihan kemampuan dan keterampilan personel; 
4) Kedokteran Kesehatan (Dokkes) 
a) memberikan dukungan terhadap kesehatan personel; 
b) dukungan kesehatan personel dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Pusdokkes Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Biddokkes Polda; dan 
(3) Pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkes Polres; 
5) Psikologi Kepolisian (Psi) 
a) memberikan dukungan terhadap personel terkait dengan psikologi; dan 
b) dukungan psikologi kepolisian dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Biro Psikologi SSDM Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda; 
6) Keuangan (Keu) 
a) menyiapkan dukungan keuangan yang dibutuhkan oleh fungsi utama; 
b) dukungan keuangan dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Puskeu Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Bidkeu Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkeu Polres; 
7) Logistik (Log) 
a) menyiapkan dukungan peralatan utama dan peralatan khusus, baik kelengkapan perorangan maupun satuan; dan 
b) dukungan logistik dilakukan oleh: 
(1) pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Slog Polri; 
(2) pada tingkat Polda dilakukan oleh Birolog Polda; dan 
(3) pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Subbaglog Polres; 
d. fungsi pengendali operasional 
1) mengoordinasikan dan mengendalikan fungsi utama Kepolisian dan fungsi yang dilibatkan, baik fungsi bantuan maupun fungsi pendukung dalam operasional Polri; dan 
2) fungsi pengendalian operasional tingkat Mabes oleh Sops Polri, tingkat Polda oleh Biroops Polda dan tingkat Polres oleh Bagops Polres; 
e. fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi: 
1) pengawasan 
a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Polri yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan 
b) pengawasan dilakukan oleh Unsur Inspektorat Pengawasan, tingkat Mabes oleh Itwasum Polri, tingkat Polda oleh Itwasda dan tingkat Polres oleh Siwas; 
2) pengamanan internal 
a) membantu pimpinan dalam hal pengamanan, baik pengamanan personel, barang dan kegiatan; dan 
b) profesi dan pengamanan dilakukan oleh Unsur Propam, pada tingkat Mabes oleh Divpropam, tingkat Polda oleh Bidpropam dan tingkat Polres oleh Sipropam;

5. Pelibatan kekuatan
berdasarkan Cara Bertindak (CB) yang dipilih, maka kekuatan yang dapat digunakan adalah seluruh kekuatan operasional Polri secara utuh yang tergelar dalam: 
a. kesatuan kewilayahan mulai dari tingkat Markas Besar sampai ke tingkat kesatuan terkecil Kepolisian Sektor; 
b. fungsi-fungsi Kepolisian dalam rangka melaksanakan operasional, Polri memiliki fungsi kepolisian yang tergelar di seluruh kesatuan: 
1) fungsi utama, meliputi; 
a) fungsi teknis, meliputi; 
(1) Intelkam; 
(2) Reserse Kriminal; 
(3) Densus 88 AT; 
(4) Sabhara; 
(5) Polisi Perairan; 
(6) Pamobvit; 
(7) Binmas; dan 
(8) Lalu Lintas; 
b) fungsi Humas meliputi Penerangan Masyarakat (Penmas), Multimedia dan Pusat Pengendalian Informasi dan Dokumentasi (PPID); 
2) fungsi bantuan, meliputi; 
a) fungsi bantuan teknis, meliputi; 
(1) Teknologi Informasi Kepolisian (TIK); 
(2) Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis); 
(3) Informasi Kriminal Nasional (Iknas); 
(4) Laboratorium Forensik (Labfor); 
(5) Kedokteran Kepolisian (Dokpol); 
(6) Disaster Victim Identification (DVI); 
(7) Polisi Satwa; dan 
(8) bantuan hukum; 
b) fungsi bantuan khusus, meliputi; 
(1) Brigade Mobil (Brimob); 
(2) Polisi Udara; dan 
(3) Hubungan Internasional (Hubinter); 
3) fungsi pendukung, meliputi; 
a) Perencanaan dan Anggaran (Rena); 
b) Sumber Daya Manusia (SDM); 
c) Pendidikan dan Latihan (Diklat); 
d) Kedokteran Kesehatan (Dokkes); 
e) Psikologi Kepolisian; 
f) Keuangan (Keu); dan 
g) Logistik (Log); 
4) fungsi pengendali operasional, dilaksanakan oleh unsur Staf Operasi (Sops); 
5) fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi: 
a) Pengawasan Inspektorat Pengawasan (Irwas); dan 
b) Pengamanan Internal Profesi dan Pengamanan (Propam);








POKOK BAHASAN 5

PENGENDALIAN RENCANA PENGAMANAN.

1. Komando
Komando adalah satuan yang disiapkan dan diorganisasikan untuk melakukan tugas, perintah dan pengawasan 

2. Pengendalian
Pengendalian adalah proses pengawasan atas kemajuan tugas agar sesuai dengan target yang diharapkan.
pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan kegiatan: 
a. memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai; 
b. memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference); 
c. melaksanakan asistensi dan supervisi; 
d. melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian; 
e. penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian; 
f. melaksanakan kaji ulang/wash up; dan 
g. pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karendalops dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat: 
1) pendahuluan; 
2) pelaksanaan; 
3) hasil yang dicapai; 
4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi); 
5) kesimpulan dan saran; dan 
6) penutup;






POKOK BAHASAN 6

ADMINISTRASI PERSONEL, SARPRAS DAN ANGGARAN RENCANA PENGAMANAN (RENPAM).

1. Administrasi
Administrasi adalah bentuk tata usaha, kearsipan dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan untuk mencapai tujuan

2. pelibatan personel
Pelibatan kekuatan yang diorganisir dalam setiap operasi Kepolisian, harus memperhatikan:
a. Sasaran atau TO
b. CB
c. Kemampuan personel 
d. Sarana dan prasarana 
e. Anggaran

3. Sarpras
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Dukungan logistik dalam mendukung kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, meliputi: 
a. dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan; 
b. logistik yang digunakan dalam operasi kepolisian: 
1) menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan dari masing-masing Satgas; 
2) logistik operasi kepolisian yang tidak dimiliki oleh satuan pelaksana operasi, menggunakan logistik dari satuan lain dengan status BKO/BP; dan 
3) apabila huruf 1) dan 2) tidak tercukupi agar didukung pengemban fungsi logistik yang dikoordinasikan oleh Karendalops;

4. anggaran rencana pengamanan (Renpam)
a. dukungan anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, bersumber dari APBN dan PNBP (anggaran yang tersedia dalam DIPA) serta anggaran lain yang sah; dan 
b. mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

5. intruksi dan koordinasi
a. instruksi merupakan arahan, perintah, atau petunjuk dalam melaksanakan Permainan Taktis (Tactical Games) Operasional Polri
b. koordinasi merupakan suatu bentuk kerja sama antara penyelenggara, pelaku dan fungsi pendukung guna melaksanakan tugas penyelenggaraan Permainan Taktis (Tactical Games) Operasional Polri agar satu dengan yang lainnya saling membantu, mengisi dan melengkapi
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	Rangkuman

	
	1. Pengertian Rencana Pengamanan (Renpam) adalah Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan penanggulangan permasalahan Kamtibmas yang menonjol.

2. 

3. Penjabaran tugas pokok Polri dalam Kegiatan Kepolisian, meliputi:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakan hukum;
c. memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Sasaran PAM meliputi:
a. terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantab dan terkendali; 
b. pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu; 
c. terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas; 
d. terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik; 
e. berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif; 
f. terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan 
g. terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

5. Laporan hasil operasi kepolisian berisi:
a. pendahuluan; 
b. pelaksanaan; 
c. hasil yang dicapai; 
d. analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi); 
e. kesimpulan dan saran; dan 
f. penutup;

6. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
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	Soal Latihan

	
	
1. Jelaskan pengertian rencana pengamanan (Renpam);
2. Jelaskan dasar rencana pengamanan (Renpam).
3. Jelaskan situasi umum daerah
4. Jelaskan situasi khusus daerah
5. Jelaskan uraian pelaksanaan PAM
6. Jelaskan penjabaran tugas yang berisi SIABIDIBAME
7. Jelaskan konsep penyelenggaraan pengamanan 
8. Jelaskan sasaran PAM
9. Jelaskan pola PAM
10. Jelaskan cara bertindak PAM
11. Jelaskan pelibatan kekuatan
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